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Abstract

The development of digital technology has brought substantial transformation
to various aspects of life, including in the legal realm. In Indonesia, cyber law
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan
signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah munculnya
ruang cyber atau dunia maya, yang menjadi tempat interaksi, bisnis, pendidikan, dan
aktivitas lainnya. Meskipun membawa banyak manfaat, perkembangan teknologi ini juga
menyimpan potensi risiko dan tantangan, termasuk kejahatan cyber yang semakin
meningkat.

Hukum Cyber, atau yang juga dikenal sebagai Hukum Teknologi Informasi, adalah
rangkaian peraturan, prinsip, dan standar hukum yang mengatur penggunaan internet
dan teknologi terkait. Hukum ini dirancang untuk mengatasi masalah yang berhubungan
dengan keamanan jaringan, akses data, privasi, perlindungan hak cipta, dan transaksi
elektronik (Murray, 2023). Selain itu, hukum cyber juga bertujuan untuk melindungi
penggunaan teknologi dari kejahatan seperti hacking, penipuan online, pencurian
identitas, dan penyebaran virus. Dengan berkembang pesatnya teknologi digital, hukum
cyber menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan di ruang digital aman
dan teratur, serta hak dan privasi pengguna terlindungi (Holivia & Suratman, 2021).

Di era digital saat ini, keberadaan hukum cyber menjadi semakin penting karena
hampir semua aspek kehidupan masyarakat berinteraksi dengan teknologi informasi dan
komunikasi. Transaksi keuangan, komunikasi sosial, pendidikan, hiburan, dan bisnis
secara luas telah beralih ke platform digital, menciptakan peluang besar untuk
pertumbuhan ekonomi dan inovasi (Moulin, 2023). Namun, ini juga menimbulkan risiko
dan tantangan baru, termasuk penyalahgunaan data pribadi, penipuan online, serangan
cyber, dan pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, hukum cyber berperan sebagai


http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1609909289&1&&
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

kerangka kerja yang mengatur perilaku dalam ruang digital, menetapkan hak dan
kewajiban bagi pengguna, serta menyediakan mekanisme perlindungan terhadap tindakan
berbahaya atau ilegal. Kehadirannya penting untuk membangun kepercayaan pada sistem
digital, yang menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di berbagai sektor (Watt,
2021). Selain itu, hukum cyber juga penting untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan
ekonomi secara berkelanjutan. Dengan memastikan lingkungan digital yang aman dan
terpercaya, hukum cyber memberikan dasar yang solid untuk perkembangan e-commerce,
startup teknologi, serta investasi di bidang teknologi informasi. Ini membantu
menciptakan ekosistem digital yang kondusif bagi inovasi, di mana hak kekayaan
intelektual dilindungi, transaksi dibuat lebih transparan dan aman, serta dampak negatif
dari teknologi dapat diminimalisir (Easttom, 2020). Melalui kerangka hukum yang jelas,
pengusaha dan investor dapat lebih percaya diri dalam mengembangkan produk dan
layanan baru, menyediakan landasan yang kuat bagi kemajuan ekonomi digital. Pada
akhirnya, hukum cyber tidak hanya melindungi pengguna dan data mereka tetapi juga
mendukung penciptaan nilai ekonomi dan sosial dalam ekosistem digital (Ganta, 2024).

Di Indonesia, kasus kejahatan cyber telah menunjukkan tren yang
mengkhawatirkan. Dari penipuan online, pencurian identitas, hingga penyebaran konten
ilegal dan berbahaya, kasus-kasus ini menimbulkan kerugian yang tidak hanya material
tetapi juga psikologis bagi masyarakat. Keadaan ini mendesak perlunya regulasi yang
memadai untuk mengatur ruang cyber, melindungi hak dan privasi warga negara, serta
memastikan keamanan cyber nasional (Buchan & Navarrete, 2020). Akan tetapi,
pengembangan hukum cyber di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain
adalah kecepatan perkembangan teknologi yang jauh melampaui proses pembuatan dan
revisi regulasi, minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan
keamanan cyber, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang
penegakan hukum cyber (Watt, 2021).

Dalam konteks ini, mengevaluasi perkembangan hukum cyber di Indonesia
menjadi sangat penting. Penelitian ini mengkaji tentang sejauh mana regulasi yang ada
telah mengakomodasi kebutuhan perlindungan di ruang cyber, mengidentifikasi celah dan
tantangan dalam implementasi hukum tersebut, serta menjajaki peluang untuk perbaikan
dan pengembangan hukum cyber yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan
zaman.

METODE PENELITIAN

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur. Metode
penelitian literatur merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian
akademik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dari sumber-sumber
tertulis, seperti buku, artikel jurnal, tesis, dan sumber online (Hidayat, 2009); (Afiyanti,
2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Hukum Cyber di Indonesia

Hukum Cyber, atau yang sering juga disebut sebagai Hukum Teknologi Informasi,
merujuk pada kumpulan prinsip hukum serta peraturan yang mengatur penggunaan dan
akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital yang terus
berkembang ini, hukum cyber menjadi sangat penting untuk menangani isu-isu yang
berkaitan dengan internet, teknologi digital, komputer, perangkat lunak, dan data
(Abdukhalil & Dostonbek, 2024). Hal ini mencakup berbagai aspek seperti keamanan data,
privasi online, hak cipta, transaksi elektronik, kejahatan cyber, dan tanggung jawab
penyedia layanan internet. Tujuannya adalah untuk melindungi hak dan keamanan
pengguna dalam ruang siber, seraya mempromosikan pertumbuhan dan inovasi dalam
teknologi (Sunde, 2022).

110



Ruang lingkup Hukum Cyber sangat luas dan terus berkembang seiring dengan
kemajuan teknologi. Isu-isu seperti fraud elektronik, pencurian identitas, penyebaran
virus komputer, serangan ransomware, pelanggaran hak cipta melalui pembajakan digital,
dan penyebaran konten ilegal adalah beberapa contoh masalah yang dibahas dalam
hukum ini (Delerue, 2020). Selain itu, Hukum Cyber juga mencakup pembuatan regulasi
untuk transaksi elektronik, tanda tangan digital, serta pengelolaan dan perlindungan data
pribadi. Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital,
pentingnya Hukum Cyber dalam menjaga keadilan, keamanan, dan penghormatan
terhadap hak individu dan bisnis di dalam ekosistem digital menjadi semakin signifikan
(Walters & Novak, 2021).

Perkembangan Hukum Cyber di Indonesia dapat ditandai dengan berbagai inisiatif
legislatif dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menanggapi tantangan yang
muncul dari evolusi teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu tonggak penting
dalam perkembangan hukum cyber di Indonesia adalah pengesahan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang
kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (MANUILOV, 2023). UU
ITE menyediakan kerangka hukum untuk transaksi elektronik, menyatakan hak dan
kewajiban pengguna dan penyedia layanan internet, serta mengatur tentang tindak pidana
di dunia maya, termasuk penyebaran konten ilegal dan pencemaran nama baik (Turns,
2021).

Selain UU ITE, Indonesia juga telah mengembangkan regulasi lainnya untuk
mengatasi isu spesifik dalam dunia cyber, seperti pengaturan tentang keamanan data
pribadi. Meski Indonesia belum memiliki undang-undang khusus mengenai perlindungan
data pribadi, berbagai regulasi telah merintis jalan ke arah pengaturan yang lebih
komprehensif, termasuk di dalamnya aturan-aturan yang disediakan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika serta kebijakan-kebijakan dari lembaga lainnya yang
mengatasi aspek tertentu dari perlindungan data (Card, 2022).Penerapan hukum cyber di
Indonesia juga melihat adanya peningkatan kerjasama antar lembaga pemerintah, baik di
tingkat nasional maupun internasional, untuk mengatasi kejahatan cyber. Ini
mencerminkan pemahaman bahwa kejahatan cyber seringkali bersifat transnasional,
memerlukan respon yang terkoordinasi dan kolaboratif. Pemerintah Indonesia, melalui
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polisi Republik Indonesia, dan lembaga terkait
lainnya, telah berpartisipasi dalam berbagai inisiatif dan kerjasama internasional guna
meningkatkan kapasitas dalam menangani masalah cybercrime (Moulin, 2023).

Namun, tantangan tetap ada. Perkembangan teknologi yang cepat memerlukan
pemerintah untuk terus memperbarui dan menyempurnakan regulasi yang ada. Kritik
dari masyarakat sipil seringkali berkisar pada isu hak asasi manusia, terutama terkait
dengan kebebasan berekspresi online dan hak atas privasi. Di satu sisi, hukum harus
cukup kuat untuk melindungi warga dari kejahatan dan penyalahgunaan di ruang siber. Di
sisi lain, legislasi juga harus menghormati dan melindungi hak-hak fundamental warga
negara. Keseimbangan ini menjadi tantangan yang berkelanjutan dalam evolusi hukum
cyber di Indonesia (Tsagourias & Biggio, 2021).

Selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi, khususnya di era
digitalisasi yang semakin lanjut, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat
infrastruktur legal dan teknis dalam mencegah serta menanggulangi kejahatan cyber. Hal
ini termasuk mempertimbangkan penciptaan undang-undang khusus yang menangani
perlindungan data pribadi, yang telah lama menjadi topik diskusi di antara para pembuat
kebijakan dan ahli teknologi (Grabowski & Robinson, 2021). Rencana untuk
mengimplementasikan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan data pribadi
menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh
teknologi informasi dan komunikasi, serta internationalisasi kejahatan cyber (Wagner &
Marusek, 2024).
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Seiring dengan pengetatan regulasi, pemerintah juga meningkatkan upaya dalam
peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan data
dan etika penggunaan internet. Pendidikan dan kampanye keamanan cyber menjadi
bagian penting dalam strategi nasional untuk menciptakan ruang siber yang aman dan
sehat bagi semua pengguna. Penguatan kerja sama antarlembaga dan dengan sektor privat
juga dilakukan untuk mendukung sistem deteksi dan respon terhadap insiden cyber yang
efisien, menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif dan multi-stakeholder menjadi
kunci dalam mengatasi tantangan cyber secara efektif (Bozgeyik, 2023).

Dengan demikian, perkembangan hukum cyber di Indonesia adalah bahwa
perjuangan untuk menciptakan lingkungan siber yang aman dan sehat adalah proses yang
berkelanjutan dan dinamis, menjawab tantangan yang timbul dari perkembangan
teknologi informasi. Meskipun telah dilakukan banyak kemajuan, termasuk pengesahan
UU ITE dan peningkatan kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan cyber,
masih ada ruang yang besar untuk peningkatan, khususnya dalam menyeimbangkan
antara perlindungan terhadap hak individu dan kebutuhan untuk mengamankan ruang
siber. Dengan demikian, pemerintah, industri, dan masyarakat harus terus bekerja sama
dalam memperbarui dan meningkatkan hukum dan kebijakan, serta mempromosikan
penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis demi kesejahteraan bersama.
Regulasi Hukum Cyber yang Berlaku di Indonesia

Di Indonesia, regulasi hukum yang mengatur tentang kejahatan di dunia maya dan
penggunaan teknologi informasi secara umum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE ini merupakan landasan hukum yang
memberikan kerangka kerja bagi transaksi elektronik serta menetapkan berbagai jenis
tindak pidana di dunia maya serta sanksinya, yang meliputi penyebaran konten ilegal,
pelanggaran hak cipta, penipuan online, dan pencemaran nama baik melalui media
elektronik (KAZMIRUK & LEONOV, 2023).

Selain UU ITE, terdapat pula beberapa regulasi pendukung lainnya yang berkaitan
dengan aspek khusus penggunaan internet dan teknologi informasi, seperti UU Nomor 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi-regulasi ini berfungsi untuk
melindungi pengguna dan penyedia layanan internet, serta memastikan bahwa
pertukaran informasi dan transaksi elektronik berjalan dengan aman dan bertanggung
jawab (Strupczewski, 2024).

Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika juga mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
(RUU PDP) sebagai jawaban atas semakin meningkatnya kebutuhan untuk melindungi
data pribadi pengguna internet di Indonesia. RUU PDP diharapkan dapat mengisi
kekosongan hukum terkait pengelolaan dan perlindungan data pribadi, yang selama ini
bergantung pada peraturan-peraturan sektoral dan belum memiliki undang-undang
khusus yang mengaturnya secara komprehensif (Utkirovich, 2023). Keberadaan dan
pengembangan regulasi hukum cyber di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah
dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh digitalisasi. Dalam
praktiknya, penerapan hukum ini terus menerus diuji dan diperbarui untuk menyesuaikan
dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat (Leone, 2024). Oleh karena itu,
kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting
untuk memastikan bahwa regulasi hukum cyber di Indonesia dapat efektif melindungi
hak-hak pengguna sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan
berkelanjutan.
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Tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum cyber

Penerapan dan penegakan hukum cyber di Indonesia menghadapi sejumlah
tantangan signifikan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu tantangan utama
adalah sifat kejahatan siber itu sendiri, yang sering kali bersifat transnasional. Pelaku
kejahatan dapat beroperasi dari negara mana pun, menargetkan korban di negara lain,
termasuk Indonesia, yang membuat penegakan hukum menjadi sangat kompleks. Hal ini
memerlukan kerja sama internasional yang erat antara penegak hukum di berbagai
negara, namun koordinasi semacam itu sering kali dihambat oleh perbedaan kerangka
hukum dan keterbatasan sumber daya (Nakane, 2024).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat juga menjadi
tantangan tersendiri. Regulasi yang ada mungkin segera menjadi usang dan tidak lagi
relevan dengan praktik terkini di dunia maya. Misalnya, munculnya teknologi baru seperti
artificial intelligence, blockchain, dan Internet of Things (IoT) membuka peluang baru bagi
kejahatan siber yang mungkin belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum yang berlaku
saat ini. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk terus memperbarui dan menyesuaikan
regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi (Lagiewska, 2024). Lanjut
lagi, tantangan berikutnya adalah keterbatasan kapasitas dan keahlian para penegak
hukum dalam menghadapi kejahatan siber. Penyelidikan kejahatan siber menuntut
pemahaman teknis yang tinggi serta akses ke peralatan dan teknologi yang canggih.
Banyak kasus kejahatan siber yang tidak bisa diselesaikan karena penegak hukum
kekurangan alat bukti digital yang memadai atau keahlian untuk menganalisisnya
(Dubovyk, 2020). Hal ini menunjukkan pentingnya investasi dalam pembangunan
kapasitas lembaga penegakan hukum, termasuk pelatihan personel dalam teknologi
informasi dan forensik digital. Selain itu, kesadaran masyarakat Indonesia terkait
keamanan siber juga masih rendah. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari
pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka atau ternyata mudah terperdaya oleh
penipuan online. Pendidikan dan kampanye kesadaran tentang keamanan siber sangat
diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan Masyarakat (Hayashi & Letréne, 2021).
Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, upaya penegakan hukum saja tidak akan cukup
untuk mengatasi kejahatan siber. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara pemerintah,
industri, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi tantangan keamanan siber.

Kesemuanya, tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum cyber di
Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Hal ini mencakup
perbaikan regulasi agar tetap relevan, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum,
serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber. Dengan menghadapi
tantangan-tantangan ini secara bersama, Indonesia dapat mengembangkan lingkungan
siber yang aman dan kondusif untuk semua pengguna.

Pemanfaatan teknologi untuk penegakan hukum cyber

Teknologi memainkan peran penting dalam penegakan hukum di ranah cyber,
terutama karena aktivitas kejahatan siber sering kali dapat berlangsung secara anonim
dan menyeberangi batas geografis. Salah satu pemanfaatan teknologi adalah melalui
penggunaan perangkat lunak forensik digital yang canggih. Aplikasi semacam ini
memungkinkan penegak hukum untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital dari
berbagai sumber, mencakup komputer, ponsel pintar, server, dan jaringan. Teknologi ini
bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memelihara informasi de maniére
yang sesuai dengan prinsip hukum untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat
digunakan di pengadilan (Kilovaty, 2021).

Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) dan
pembelajaran mesin (machine learning) juga mulai dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-
pola kejahatan siber yang lebih cepat dan akurat (Das, 2021). Al dapat menganalisis
sejumlah besar data untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan secara real-time dan
membantu penegak hukum dalam mengambil tindakan pencegahan atau penindakan lebih
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cepat dari sebelumnya. Pemanfaatan Al dalam sistem keamanan siber memungkinkan
analisis yang lebih dalam atas perilaku jaringan dan mencari deviasi yang mungkin
menunjukkan adanya serangan (Mukati & Prakash, 2022).

Adapun, teknologi blockchain menawarkan kemungkinan untuk mengamankan
rantai bukti digital dan meningkatkan integritas data yang digunakan dalam penyelidikan.
Dengan menggunakan teknologi desentralisasi yang diberikan oleh blockchain, bukti
digital dapat dicatat dalam bentuk yang tidak dapat diubah tanpa konsensus, sehingga
mengurangi risiko penghapusan atau manipulasi bukti yang mungkin dilakukan oleh
pelaku kejahatan. Hal ini sangat bermanfaat dalam memastikan keaslian bukti yang
diperoleh dari ruang siber dan memperkuat kasus di pengadilan (Macak, 2021). Terakhir,
penggunaan jaringan komunikasi terenkripsi bagi penegak hukum dan pihak kehakiman
memastikan bahwa informasi sensitif yang berkaitan dengan penyelidikan dapat dijaga
kerahasiannya. Teknologi enkripsi berperan dalam melindungi pertukaran informasi
antara lembaga penegak hukum, sehingga strategi dan operasi keamanan cyber tidak
terkomprimitasi oleh pihak yang tidak diinginkan. Teknologi ini juga penting untuk
menjaga privasi dan hak asasi masyarakat dalam konteks penegakan hukum sehingga
tidak terjadi penyalahgunaan data.

Dengan demikian, teknologi memiliki dampak yang signifikan dalam membantu
penegak hukum cyber dalam melaksanakan tugasnya. Penerapan teknologi forensik
digital, Al, blockchain, dan enkripsi, ketika diintegrasikan dengan baik, dapat memberikan
keunggulan yang signifikan dalam memerangi kejahatan siber, memperkuat riwayat bukti,
dan melindungi informasi yang sensitif serta infrastruktur dari potensi kompromi atau
serangan.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum cyber di Indonesia menandai periode penting dalam upaya
menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi serta ekspansi ruang
digital. Implementasi hukum di bidang cyber tidak hanya terfokus pada penegakan, tetapi
juga mencakup perlindungan data pribadi, transaksi online, dan keamanan siber untuk
individu serta entitas bisnis. Hal ini mencerminkan respons proaktif pemerintah dalam
menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Meski demikian, berbagai
tantangan seperti perubahan cepat dalam teknologi, kejahatan siber yang semakin
kompleks, serta kesenjangan pengetahuan hukum dan teknologi di kalangan penegak
hukum menjadi hambatan yang mesti diatasi. Untuk merespons tantangan tersebut,
Indonesia telah melakukan sejumlah penyesuaian dan pembaruan pada kerangka
hukumnya. Pembaruan hukum tersebut mencakup penyesuaian terhadap UU ITE
(Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menjadi pondasi hukum cyber
di Indonesia. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengakomodasi dinamika baru dalam
transaksi digital dan kejahatan siber, sekaligus memperkuat perlindungan bagi pengguna
internet di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi hukum tersebut sangat
tergantung pada pemahaman dan adaptasi dari semua pihak terkait, termasuk masyarakat
umum. Dari sisi peluang, perkembangan hukum cyber di Indonesia membuka jalan bagi
peningkatan keamanan siber nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.
Aspek legal yang kuat dan jelas menjadi fondasi yang penting bagi investor dan pelaku
bisnis untuk memasuki dan berkembang di pasar Indonesia. Selain itu, peningkatan
kapasitas penegak hukum dalam menangani Kkejahatan siber dapat menambah
kepercayaan publik terhadap penggunaan layanan digital, yang pada gilirannya, dapat
memacu inovasi dan inklusi digital lebih lanjut. Sebagai kesimpulan, perkembangan
hukum cyber di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam
menanggapi dinamika global yang ditimbulkan oleh teknologi digital. Meski dihadapkan
pada berbagai tantangan, adaptasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum
menunjukkan progress positif menuju ekosistem digital yang aman dan inklusif. Dengan
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melihat ke depan, sinergi antara pembaruan hukum, pengembangan teknologi, dan
edukasi masyarakat menjadi kunci dalam mengoptimalkan peluang yang ditawarkan oleh
era digital, sekaligus meminimalisir risikonya bagi Indonesia.
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